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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil Menengah atau sering disingkat dengan kata UMKM 

merupakan usaha yang dilakukan masyarakat kecil hingga menengah dan secara 

jelasnya UMKM telah didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) namun karena 

UMKM memiliki beberapa kriteria maka hal ini menjadikan definisi UMKM 

berbeda-beda. Kriteria UMKM yang dimaksud disini adalah Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar, dari keempat kriteria tersebut 

definisinya telah tertulis dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Secara singkatnya UMKM adalah 

usaha yang ada pada dunia ekonomi secara produktif dijalankan atau dikelola 

usahanya oleh orang perorang dan/atau badan usaha, yang membedakannya hanya 

saja orang atau badan usaha yang menjalankan usaha tersebut tidak boleh saling 

terkait antar kriteria. 

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 

juga menetapkan tujuan dari pemberdayaan UMKM yaitu mewujudkan struktur 

perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.  Maka salah 

satu dorongan yang perlu dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi negara agar pilarnya tetap kokoh yaitu pemerintah mampu menjamin serta 

memberikan perhatian lebih kepada pelaku usaha atas keberlangsungannya UMKM 
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agar mendapatkan kesempatan, bantuan, pengayoman serta perlindungan yang 

sama dan juga luas, hal ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap 

pemerataan ekonomi negara.1  

Melihat data yang telah ditinjau dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) mengatakan serta membuktikan bahwa sekitar Tahun 2018, 

pelaku UMKM yang ada di Indonesia berjumlah hingga 64.194.057 dan dapat 

memberikan pekerjaan sampai dengan 116.978.631 tenaga kerja.2 Hal ini 

membuktikan bahwa UMKM berhasil menjadi kegiatan usaha yang mampu 

memberikan peluang bagi rakyat untuk meratakan perekonomian secara merata dan 

juga dapat meresolusi kemiskan serta mengurangi angka pengangguran di 

Indonesia.3 

Dunia bisnis ekonomi yang berkembang dengan sangat pesat saat inipun tidak 

menghentikan UMKM untuk selalu mempunyai inovasi dalam menstabilkan 

usahanya agar dapat bertahan di segala situasi.4 Tidak ada ketentuan manapun yang 

memberikan batasan kepada pelaku usaha untuk berjualan dan membangun 

usahanya, namun terbukti usaha yang diminati secara umum di Indonesia adalah 

 
1 Mardiana dan Sri Handayani, “Eksistensi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) 

Sebagai Penjamin Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palembang”, Jurnal Simbur 

Cahaya, Vol. 24 No. 3, Edisi September, Tahun 2017, hlm. 4922. Di akses melalui website 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/83 pada tanggal 12 Agustus 2022  
2 Agus Nurofik et.al., Kewirausahaan dan UMKM., Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 155-156 
3 WanLaura Hardilawati, “Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”, Jurnal 

Akuntansi & Ekonomika, Vol. 10 No. 1, Edisi Juni, Tahun 2020, hlm. 90. Di akses melalui website 

https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1934 pada tanggal 12 Agustus 2022 
4 Laurensius Arliman, “Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal RechtsVinding., Vol. 6 No.3, Edisi Desember, 

Tahun 2017, hlm. 388. Di akses melalui website https://rechtsvinding.bphn.go.id 

/ejournal/index.php/jrv/article/view/194 pada tanggal 12 Agustus 222 
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usaha jasa boga atau catering sehingga hampir 50% pelaku usaha tersebut sudah 

terdaftar sebagai pelaku UMKM.5 

Dalam kegiatan bisnis ini pelaku usaha selalu berkaitan dan tidak terlepas dari 

adanya konsumen. Hukum juga telah menjelaskan adanya keterikatan hubungan 

antara dua subjek hukum ini yakni pelaku usaha dan konsumen bisa terjadi karena 

adanya perbuatan hukum yang menimbulkan hak serta kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak.6 Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata 

memiliki ketentuan dalam hubungan hukum bisa terjadi disaat pelaku usaha dan 

konsumen sepakat dengan apa yang telah dijanjikan sehingga ketika suatu kondisi 

mengakibatkan ada pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau ingkar 

janji (wanprestasi) dan menyebabkan salah satu pihak lainnya mengalami kerugian, 

maka perjanjian yang mereka sepakati tadi akan berlaku Undang-Undang untuk 

mereka para pihak yang telah membuatnya. Secara umum seringkali mendengar 

bahwa yang wanprestasi terjadi akibat dari pihak pelaku usaha, tetapi pada kasus 

yang akan penulis teliti ini pihak yang melakukan wanprestasi merupakan pihak 

konsumen. 

Hubungan hukum yang dialami oleh 2D Catering selaku pelaku UMKM dan 

pengguna jasanya (konsumen) yakni Hotel A yang terletak diwilayah Tangerang 

Selatan awalnya terjadi karena 2D Catering menawarkan produk dan jasanya 

terhadap Hotel A dan pihak Hotel pun tertarik untuk memiliki perikatan kerjasama 

 
5 Nurul, “Bisnis Katering: 50% Pelaku Jasa Boga dari UKM”, Ekonomi Bisnis, Mei 01, 2012. 

Di akses melalui website https://ekonomi.bisnis.com/read/20120501/87/75047/bisnis-katering-50-

percent-pelaku-jasa-boga-dari-ukm pada tanggal 16 Agustus 2022 
6 Soeroso R, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 269 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20120501/87/75047/bisnis-katering-50-percent-pelaku-jasa-boga-dari-ukm
https://ekonomi.bisnis.com/read/20120501/87/75047/bisnis-katering-50-percent-pelaku-jasa-boga-dari-ukm
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dengan 2D Catering, dari kejadian tersebut akhirnya terbentuk sebuah perjanjian 

yang melahirkan hak dan kewajiban yang telah disepakati untuk dipatuhi oleh 

masing-masing pihak. Pelaku usaha yang menjual produk dan jasa mereka 

berkewajiban untuk memberikan konsumen berbagai macam kuliner seperti snack 

box, kue jajanan pasar, atau apapun sesuai dengan apa yang diminta dan dipesan 

oleh konsumen. Pihak konsumen tentunya juga mempunyai kewajiban untuk 

membayar pelaku usaha dengan tepat waktu atau sekitar 2 bulan setelah tukar 

faktur, namun ternyata kewajiban konsumen untuk melakukan pembayaran 

terhadap pelaku usaha tidak dilaksanakan, akhirnya pihak konsumen memberikan 

solusi kepada pelaku usaha dengan memperkenalkan pelaku usaha kepada pihak 

Investor sebagai pemodal untuk membantu pihak Hotel dalam melakukan 

pembayaran kepada pelaku usaha dengan lebih cepat, kemudian pelaku usaha 

menyetujui penawaran yang diberikan oleh pihak Hotel sehingga dibuatlah 

perjanjian Kerjasama pengaadaan produk yang menjelaskan bahwa setelah adanya 

perjanjian tersebut hubungan hukum hanya mengikat pihak Investor dan pihak 

pelaku usaha yang bisa disebut juga Supplier. 

Perjanjian tersebut terbuat secara sah dalam hukum karena dilakukan 

berdasarkan syarat-syarat sah sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata. Pada perjanjian tersebut juga tertuang bahwa pihak Supplier harus 

terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya kepada penerima produk Hotel untuk 

bisa mendapatkan haknya yaitu pembayaran dari Investor. Sekitar 2-3 bulan 

hubungan hukum tersebut berjalan, ternyata Investor juga tidak memenuhi 

prestasinya untuk melakukan pembayaran tepat waktu, sebagaimana telah diatur 
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dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen bahwasanya kewajiban konsumen harus membayar sesuai dengan nilai 

tukar yang telah disepakati dan pada Hukum Perdata kejadian tersebut mengartikan 

bahwa pihak Investor telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap pihak 

Supplier, tentunya hal ini sangat merugikan Supplier selaku pelaku usaha dan 

menyebabkan hambatan untuk keberlangsungan usahanya. Mengingat juga bahwa 

Supplier merupakan pelaku UMKM maka berdasarkan uraian latar belakang 

mengenai kasus ini penulis tertarik melakukan penelitian hukum terhadap 

Perjanjian Kerjasama antara 2D Catering Tangerang dan Investor dengan judul: 

Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas 

Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk Dengan Investor (Studi Kasus 2D 

Catering Tangerang).
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan yang dibahas dalam 

penelitian skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak pelaku UMKM yaitu 2D 

Catering yang dirugikan oleh pihak Investor? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban perdata pihak Investor yang telah melakukan 

wanprestasi terhadap pihak pelaku UMKM? 

C. Tujuan Penelitian 

Peneliti tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam hal adanya 

penelitian dalam penulisan skripsi ini, tujuan yang dimaksud yaitu: 

1. Untuk menjelaskan bentuk Perlindungan Hukum bagi pelaku UMKM yang 

dirugikan oleh Investor. 

2. Untuk menjelaskan Pertanggungjawaban perdata bagi Investor yang 

melakukan wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk 

terhadap pelaku UMKM. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, adapun sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penlitian dalam penulisian skripsi ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan baru bagi yang nantinya akan membaca serta referensi bagi 

peneliti lainnya untuk mengetahui mengenai bentuk perlindungan hukum 

terhadap pelaku UMKM di Indonesia secara jelas, dan Pertanggungjawaban 
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perdata pihak Investor yang melakukan wanprestasi dalam Perjanjian 

Kerjasama Pengadaan Produk. 

2. Manfaat Praktis 

Penilitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh 

pihak yang relevan dengan kepentingan yang ada dalam penelitian ini, pihak 

tersebut antaranya:  

a. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  

Sebagai bahan literasi yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui dan 

memahami mengenai bentuk perlindungan hukum yang didapatkan apabila 

mengalami kerugian dalam perjanjian kerjasama.  

b. Investor 

Investor sebagai yang menginvestasikan dananya berkewajiban 

memberikan modal berupa pembayaran tagihan kepada pelaku UMKM. 

c. Masyarakat 

Sebagai pedoman dan acuan kepada masyarakat mengenai perlindungan 

hukum dan pertanggungjawaban perdata yang dapat diterima oleh pelaku 

UMKM apabila terjadinya sengketa ketika investor tidak melakukan 

kewajibannya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mempunyai ruang lingkup agar saat melakukan penelitian peneliti 

mempunyai batasan untuk menyusun penelitiannya, dan hanya memfokuskan 

kepada rumusan masalah yang ingin dibahas. Dalam penulisan ini peneliti memberi 

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Atas Perjanjian Kerjasama 
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Pengadaan Produk Dengan Investor (Studi Kasus 2D Catering Tangerang)” maka 

dengan judul seperti ini peneliti menitikberatkan hanya pada ruang lingkup 

permasalahan yang ada pada perjanjian Kerjasama antara 2D Catering dengan 

Investor. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Teori ini menerangkan secara jelas tentang konsep, dasar-dasar prinsip serta 

bentuk dari aspek perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini juga 

merupakan suatu hal yang penting bagi rakyat karena dengan adanya teori ini 

rakyat merasa bahwa mereka dihormati dengan cara negara atau pemerintah 

yang didasari asas negara hukum menjamin perlindungan untuk rakyatnya. 

Adanya hukum yang berlaku secara lisan atau tertulis pun memberikan arti 

untuk melindungi dan menegakan keadilan bagi mereka yang membutuhkan hal 

tersebut berdasarkan kepentingan seorang manusia dengan memperhatikan 

norma dan kaidah yang berlaku. Perlindungan hukum diartikan oleh Philipus 

M. Hadjon sebagai gabungan dari sebuah peraturan dan kaidah yang mampu 

melindungi rakyat terhadap pemerintah. Namun dalam negara Indonesia yang 

mempunyai dasar falsafah yaitu Pancasila memaknai perlindungan hukum 

harus melindungi semua manusia, karena semua manusia mempunyai hak untuk 

dilindungi harkat dan juga martabatnya.7 

 
7 Dewa G. Atmadja dan Nyoman P. Budiartha, Teori-Teori Hukum., Setara Press, Malang, 2018, 

hlm. 166 
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Secara teoritis Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Perlindungan Hukum 

terdapat 2 macam bentuk sarana, yakni : 

a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan ini diberikan pemerintah 

dengan pengertian sebagai pencegahan. Walaupun memang proses 

perkembangan dalam perlindungan preventif ini tidak secepat hukum 

represif namun perlindungan preventif sudah diakui juga mempunyai 

peran yang besar atau penting khususnya di Indonesia untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran dengan berpegangan pada peraturan Undang-

Undang yang ada dan menjadikan pemerintah lebih bersikap hati-hati 

untuk bertindak dalam mengambil sebuah keputusan.8 

b. Perlindungan Hukum Represif, sedangkan perlindungan ini telah 

diartikan sebagai penyelesaian suatu sengketa yang timbul saat 

terjadinya sebuah pelanggaran. Dapat di ibaratkan juga bahwa 

perlindungan represif ini termasuk dalam perlindungan terakhir untuk 

memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan 

sebagaimana yang mereka lakukan.9 

Sehingga dengan penjelasan tersebut skripsi ini menggunakan teori 

perlindungan hukum untuk menemukan perlindungan hukum seperti apa yang 

sangat diperlukan pada kasus ini yang dimana pelaku UMKM tidak 

 
8 Dyah Permata, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di DI 

Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Journal of Intellectual 

Property, Vol. 1 No.1, Edisi Agustus, Tahun 2018, hlm. 16. Di akses melalui website 

https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142 pada tanggal 20 Agustus 2022 
9 Dewa G. Atmadja dan Nyoman P., Op.Cit., hlm. 168 
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mendapatkan haknya sebagai pelaku usaha karena Investor ingkar terhadap 

janjinya. 

2. Teori Perjanjian 

Dalam istilah kontrak juga biasa dikenal yaitu Perjanjian, istilah lain dari 

Bahasa Inggris yaitu contract, atau kata lain agreement yang juga sering 

terdengar dan jika dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai overeenkomst. 

Sedangkan pada persetujuan merupakan istilah yang biasa di sebut menurut 

KUHPerdata.10  

Dalam Buku III KUHPerdata juga telah ditentukan bahwa perjanjian 

diartikan dengan sempit karena hanya merujuk pada hubungan hukum harta 

kekayaan saja. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksud dengan perjanjian 

mencakup pada keseluruhan perjanjian yang menyebabkan suatu akibat hukum 

seperti yang telah diatur di Buku I KUHPerdata.  

Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan peristiwa yang 

melibatkan dua orang yang dimana masing-masing saling berjanji untuk 

melakukan perbuatan hukum yang mengikatkan dirinya.11 Sedangkan menurut 

Maryati Bachtiar Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang terjadi akibat 

adanya kata sepakat antara pihak satu dengan pihak lain, maka para pihak yang 

membuat perjanjian akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang 

mengikat.12  

 
10 Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Unimal Press, Aceh, 2012, hlm 16 
11 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasal, Jakarta 2002, hlm 5.  
12 Maryati Bachtiarm, Buku Ajar Hukum Perikatan, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007, hlm. 51 
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Pengertian perjanjian telah diatur secara tetap dalam Pasal 1313 

KUHPerdata yakni suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan yang 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini juga menyebabkan 

terjadinya suatu perikatan dengan hubungan hukum terhadap dua pihak karena 

telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata bahwa lahirnya 

sebuah perikatan disebabkan karena suatu perjanjian atau karena Undang-

Undang maka jika disimpulkan penjelasan dari Pasal ini adalah perikatan dapat 

terjadi karena adanya perjanjian.  

Perjanjian juga memiliki syarat-syarat untuk dipenuhi agar suatu perjanjian 

yang telah dibuat dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah. Syarat 

sahnya suatu perjanjian telah diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata 

yaitu :  

a. Adanya kata sepakat untuk persetujuan antara kedua belah pihak yang 

mengikatkan dirinya masing-masing pada suatu perjanjian tersebut, 

b. Kecakapan terhadap dua pihak yang melakukan perjanjian, 

c. Suatu hal tertentu,  

d. Dan sebab yang halal.  

Syarat sah perjanjian diatas memiliki akibat apabila syarat subjektif yaitu 

sepakat dan cakap tidak diperhatikan maka perjanjian dapat dibatalkan  

(voidable), sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan 
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syarat objektif artinya jika tidak diperhatikan kedua syarat ini saat membuat 

perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void).13 

Perjanjian juga memiliki asas-asas yang dapat mengatur suatu perjanjian, 

terdapat lima asas-asas perjanjian yang diketahui dari hukum perdata.  Asas-

asas yang dimaksud adalah :14 

a. Asas Konsensualisme, 

b. Asas Kebebasan Berkontrak,  

c. Asas Pacta Sunt Servanda,  

d. Asas Itikad baik,  

e.  Dan Asas Kepribadian. 

Maka dalam pemilihan teori, skripsi ini memilih teori perjanjian karena para 

pihak yaitu Pelaku UMKM dan Investor terikat atau memiliki hubungan hukum 

akibat adanya Perjanjian Kerjasama yang telah mereka buat secara sah 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata  

3. Teori Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban untuk menanggung apapun 

yang terjadi dan hal tersebut dapat di perkarakan sebagaimana mestinya. Teori 

tanggung jawab juga dikatakan menurut para ahli, salah satunya yaitu Hans 

Kelsen. Menurut pendapat Hans Kelsen, kewajiban merupakan suatu hal yang 

berkaitan dengan tanggung jawab akan tetapi tidak serupa. Kewajiban sendiri 

 
13 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Cet. Kedua, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, 

hlm 288 
14 Zakiyah, Hukum Perjanjian Teori dan Perkembanganya, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 

2015, hlm 21 



13 

 

 

 

dapat timbul akibat adanya sebuah peraturan hukum yang memiliki ketentuan 

untuk memberikan kewajiban terhadap subjek hukumnya. Kewajiban yang 

diatur dalam peraturan hukum diartikan sebagai perintah untuk subjek hukum 

yang membebaninya agar dilaksanakan kewajiban tersebut secara baik. Apabila 

kewajiban tersebut tidak dilaksanakan semestinya subjek hukum mendapatkan 

tanggung jawab untuk menjalankan sanksinya dengan kata lain bertanggung 

jawab atas pelanggaran yang dilakukan.15 Dengan adanya pemikiran tersebut, 

maka bisa dikatakan tanggung jawab timbul ketika terjadinya sebuah aturan 

hukum yang memberikan subjek hukum sebuah kewajiban yang tersirat sebuah 

sanksi apabila kewajiban yang diberi tidak dilakukan. Demikian juga dapat 

dikatakan tanggung jawab hukum, sebab hal tersebut terjadi dan timbul dari 

aturan hukum yang memerintah subjek hukum dengan kewajiban ataupun 

sanksi yang ada pada undang-undang yang berlaku. 

Tanggung jawab hukum memiliki prinsip-prinsip yang dikenal secara 

umum, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum terbagi sebagai berikut:16 

1. Prinsip Tanggung jawab Unsur Kesalahan, Prinsip yang berdasarkan 

unsur kesalahan (fault liability) merupakan prinsip yang dikenal secara 

umum terdapat pada hukum, baik hukum perdata maupun hukum 

pidana. Dalam KUHPerdata prinsip ini dipegang secara teguh yang 

terletak pada Pasal 1365-1367 KUHPerdata. Prinsip tanggung jawab ini 

dimengerti secara umum apabila seseorang melakukan sebuah 

 
15 Hans Kelsen, Terjemah: Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum 

Normatif., Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 136 
16 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi., Gramedia Widiasarana Indonesia, 

Jakarta, 2006, hlm. 73-79 
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kesalahan baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. 

Kesalahan disini diartikan sebagai unsur yang melanggar peraturan 

hukum, namun tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tapi 

juga berdasarkan kepatuhan dan kesusilaan yang ada pada masyarakat. 

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung jawab, Prinsip ini adalah 

pihak yang melakukan kesalahan (tergugat) dianggap akan bertanggung 

jawab atas kesalahan yang diperbuatnya (Presumption of liability 

principle). Namun tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya 

tadi sampai dengan bisa membuktikan bahwa dirinya memang tidak 

bersalah.  

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab, atau istilah 

Bahasa inggris nya dikenal Presumption of Non-Liability prinsip ini 

secara umum hanya terlingkup pada transaksi konsumen itupun sangat 

terbatas.  

4. Prinsip Tanggung jawab Mutlak, ada ahli yang mengidentifikasikan 

prinsip ini atau yang biasa dikenal strict liability termasuk dalam prinsip 

tanggung jawab yang menentukan kesalahan bukan sebagai faktor 

utamanya. Akan tetapi terdapat pengkhususan untuk membebaskan dari 

sebuah tanggung jawab yang ada, contohnya ketika terjadi keadaan 

force majeure.17 Prinsip ini sering disamaartikan dengan prinsip 

 
17 Fransiska Novita Eleanora, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap 

Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Analisa 

Fenomena Hukum, Vol. 12 No.2, Edisi Desember, Tahun 2018, hlm. 212. Di akses melalui website 

https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/26 pada tanggal 22 Agustus 2022 
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absolute liability, artinya tanggung jawab mutlak yaitu kerugian yang 

terjadi berdasarkan kesalahan mereka yang dirugikan sendiri. 

5. Prinsip Tanggung jawab dengan Pembatasan, dalam istilah asing 

dikenal sebagai (Limitation of Liability Principle), prinsip ini biasanya 

sangan digemari oleh pihak pelaku usaha karena umumnya sering 

dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam ketentuan yang dibuat 

olehnya. Contohnya seperti perjanjian jasa catering, jika jasa catering 

lalai dalam memberi pengguna jasa makanan yang ternyata tidak layak 

dimakan (kesalahan pelaku usaha) maka konsumen hanya dibatasi 

kerugian dengan mengembalikan uang yang telah dibayar atau diganti 

dengan makanan yang baru. Prinsip tanggung jawab ini biasanya 

konsumen yang merasa dirugikan karena Pelaku usaha menetapkan 

klausula secara sepihak dan membatasi bentuk tanggung jawabnya. 

Tanggung jawab mempunyai dua istilah yang merujuk ke 

pertanggungjawaban hukum, yakni responsibility dan liability. Responsibility 

memiliki pengertian kewajiban atau tanggung jawab, istilah ini bisa di 

definisikan ketika mendapatkan kewajiban maka harus dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan undang-undang yang ada. Sedangkan liability, istilah ini 

diartikan dalam hukum secara luas termasuk suatu kewajiban yang terhitung 

berdasarkan nilai yang pasti, hak dan kewajiban yang ada merupakan resiko 

yang harus dipertanggungjawabkan secara aktual seperti ancaman, kejahatan, 

kerugian biaya dan kondisi yang menimbulkan sebuah tugas untuk 

ditanggungjawabkan dengan Undang-Undang. Responsibility biasa tertuju ke 
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pertanggungjawaban politik, sedangkan istilah Liability tertuju pada 

pertanggungjawaban hukum.18  

Sehingga penggunaan teori tanggung jawab pada skripsi ini digunakan 

dengan maksud dapat memberikan penjelasan tanggung jawab yang sesuai 

untuk investor yang melakukan ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya 

dalam perjanjian Kerjasama dengan pelaku UMKM yaitu 2D Catering. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada studi ini peneliti menentukan penelitiannya dengan menggunakan 

metode penelitian hukum normatif. Dalam istilah Bahasa Inggris penelitian ini 

disebut normative legal research. Penelitian ini secara umum digunakan dengan 

cara hanya meneliti, mengkaji, ataupun meninjau studi dokumen dengan 

sumber dari bahan hukum secara tetap yang diatur pada peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori-teori dan juga 

nilai-nilai daripada pendapat para ahli ataupun sarjana.19 

2. Pendekatan Penelitian 

Untuk melengkapi penelitian ini peneliti menggunakan 3 jenis pendekatan 

penelitian yakni : 

1. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan ini dalam Bahasa asing dikenal sebagai Statute Approach. 

Pendekatan ini umumnya menggunakan cara menganalisis keseluruhan 

 
18 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara., Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335 
19 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 46. 
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dari norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan serta 

hal-hal ataupun isu hukum yang sedang penulis teliti.20 

2. Pendekatan Konseptual 

Secara umum dalam Bahasa asing pendekatan ini disebut Conceptual 

Approach. Dalam pendekatan ini biasanya metode yang digunakan yaitu 

melihat dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang pada 

Ilmu Hukum. Dengan cara seperti itu nantinya peneliti akan 

mendapatkan pandangan dan inovasi baru mengenai definisi hukum, 

konsep, serta asas-asas hukum yang factual dengan kasus yang sedang 

diteliti.21 

3. Pendekatan Kasus 

Istilah Pendekatan kasus jika diartikan dalam Bahasa asing yaitu Case 

Approach. Pendekatan ini juga biasanya menggunakan cara menelaah 

mengenai kasus-kasus yang ada dan berkaitan dengan penelitian yang 

sedang diteliti atau isu hukum yang sudah memiliki putusan pengadilan 

hingga memiliki kekuatan yang tetap secara hukum.22 

3. Jenis atau Bahan Penelitian Hukum 

Dalam mengumpulkan data demi melengkapi penelitian secara hukum 

normatf ini, peneliti melakukan metode dengan studi kepustakaan mengenai 

 
20 Peter M. Mazuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 133 
21 Ibid., hlm. 135-136 
22 Muhaimin., Op. cit., hlm. 57 
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bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang penulis gunakan terdapat 3 macam 

jenis, yakni :23 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer ini merupakan bahan-bahan yang didapatkan dari 

adanya peraturan perundang-undangan, putusan seorang hakim di 

pengadilan, risalah atau catatan secara resmi. Penulis menetapkan bahan 

hukum primer sesuai dengan apa yang sedang dikaji pada penelitian ini, 

bahan tersebut antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen.  

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, Dan Menengah.  

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah.  

g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, 

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah. 

 

 
23 Ibid., hlm. 59 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini penulis gunakan dengan maksud untuk melengkapi 

bahan hukum primer tadi yaitu dengan bersumber dari buku-buku 

tentang hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, artikerl hukum, dan 

pendapat yang diteliti oleh ahli hukum atau sarjana hukum.24 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum ini biasanya secara umum dipergunakan untuk 

melengkapi keterbatasan penjelasan pada bahan hukum primer dan 

sekunder, sumber yang digunakan biasanya dari website, ensiklopedia, 

serta kamus hukum.25 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Penilitian 

Hukum Normatif maka dari itu teknik pengumpulan bahan hukum yang 

diperlukan hanya studi kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan 

adalah sebuah teknik dari pengumpulan data yang diperlukan dan relavan untuk 

penelitian ini dengan menggunakan cara yaitu membaca, menganalisis, 

mengkutip bahan-bahan hukum dari berkas atau dokumen perundang-undangan 

yang ada, buku-buku hukum atau non-hukum akan tetapi harus mempunyai 

bahasan yang relavan dengan penelitian, jurnal serta artikel-artikel ilmiah yang 

dibikin oleh para ahli ataupun sarjana hukum.26 

 
24 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat., 

Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13 
25 Ibid., hlm. 14 
26 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, 

hlm. 52 
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5. Analisis Bahan Hukum 

Dengan bahan-bahan serta kajian sumber yang penulis kumpulkan guna 

melengkapi penelitian ini akhirnya pada analisis data ini penulis menggunakan 

teknik deskriptif analistis, yang dimana penggunaan teknik ini karena bertujuan 

ingin menggambarkan atau mendefinisikan secara objektif mengenai 

perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang ada.27 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan 

dengan Teknik deduktif, Penarikan kesimpulan pada penulisan ini dilakukan 

dengan meninjau atau mengkaji mengenai perjanjian Kerjasama pengaadan 

produk antara 2D Catering dengan Investor, sehingga memperoleh suatu 

pemikiran yang bersifat umum mengenai perjanjian tersebut hingga menjadi 

kesimpulan khusus untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang 

dibahas dalam penulisan ini. Sama dengan pengertian teknik deduktif, yang 

dimaksud dengan teknik deduktif adalah berpikir secara faktual yang bersifat 

umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus.28 

  

 
27 M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2007, hlm. 22 
28 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum., Penerbit Maju, Bandung,, 2007,  

hlm. 35 
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